






2.1.1. Pengertian Koperasi 
Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari Bahasa 
Inggris co-operation yang berarti usaha bersama.Dengan arti seperti itu 
maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama 
sebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud 
dengan koperasi dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarangan bentuk 
kerja sama seperti itu. Yang dimaksud koperasi di sini adalah suatu 
bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu, untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, berdasarkan aturan-aturan 
tertentu, berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula. 
Rudianto (2010:3), mendefinisikan koperasi adalah sebagai 
berikut: 
Perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri 
untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka 
melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara 
demokratis. 
PSAK No. 27 (2007), mendefinisikan kopeasi adalah sebagai 
berikut: 
Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir 





angotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha 
ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada 
khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Dengan 
demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan 
sokoguru perekonomiaan nasional. 
Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat diambil kesimpulan 
bahwa koperasi adalah perkumpulan orang yang berkumpul membentuk 
organisasi untuk memenuhi keperluan hidupnya, dan mendahulukan 
keperluan bersama daripada keuntungan serta diawasi secara 
demokratis. Koperasi memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan 
organisasi lain, yaitu kekeluargaan. Koperasi berusaha untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi para anggotanya, namun tidak menitik beratkan 
pada keuntungan.Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK No. 27 (2007), 
bahwa koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat.Para anggota 
koperasi harus ikut serta dalam pengelolaan koperasi dan 
pengembangan usaha yang dimiliki, agar tujuan koperasi dapat 
terwujud. 
 
2.1.2. Tujuan Koperasi 
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai 
berikut: 
Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 
khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 
membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 
mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 





Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi baik koperasi 
karyawan atau koperasi yang lain adalah sama untuk memajukan 
kesejahteraan para anggotanya. Koperasi lebih mengutamakan 
kepentingan anggotanya. Apabila kepentingan anggota koperasi sudah 
terwujud, maka koperasi dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. 
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2.1.3. Prinisp-Prinsip Koperasi 
Sesuai pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 25/1992, koperasi di 
Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip sebagai berikut: 
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
Karena itu, tidak seorang pun yang boleh dipaksa oleh orang lain 
untuk menjadi anggota koperasi. 
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis 
Penerapan prinsip ini dalam koperasi dilakukan dengan 
mengupayakan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam 
pengambilan keputusan. 
3. Pembangunan sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding 
dengan besarnya jasa masing-masing anggota 
Koperasi tidak menggunakan istilah laba atau keuntungan untuk 
menunjukkan selisih antara penghasilan yangg diterima selama 
periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk 





dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU ini setelah dikurangi dengan 
biaya-biaya tertentu akan dibagikan kepada para anggota sesuai 
dengan perimbangan jasanya masing-masing. Jasa para anggota 
diukur berdasarkan jumlah kontribusi masing-masing terhadap 
pembentukan SHU ini. Ukuran kontribusi yang digunakan adalah 
jumlah transaksi anggota dengan koperasi selama periode tertentu. 
4. Pemberian balas jasa yang terbatas pada modal 
Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa selain 
menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar atas 
partisipasi para anggotanya, koperasi juga mendorong dan 
menumbuhkan rasa kesetiakawanan antarsemua anggota koperasi. 
5. Kemandirian 
Koperasi harus mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat, agar 
dapat mandiri. Dan agar dapat mengakar kuat, koperasi harus dapat 
diterima oleh masyarakat. Dan agar dapat diterima oleh 
masyarakat, koperasi harus memperjuagkan kepentingan serta 
peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 
 
2.1.4. Jenis Koperasi 
Bidang usaha koperasi mencerminkan jenis produk yang dijual 





dan jenis anggotanya, menurut PSAK No. 27 tahun 2007, koperasi 
dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu: 
1. Koperasi Simpan Pinjam 
Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang 
bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para 
anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para 
anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi 
simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan 
peminjaman dana kepada anggota koperasi. 
2. Koperasi Konsumen 
Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari 
para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa.Kegiatan 
utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelia bersama. 
Jenis barang atau jasa yang dilayani suata koperasi konsumen 
sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang 
akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba 
ada, mini market, dan sebagainya. 
3. Koperasi Pemasaran 
Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari 
para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa.Koperasi 
pemasaran dibentuk terutama untuk mambantu para anggotanya 





masing anggota koperasi mnghasilkan barang secara individual, 
sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh 
koperasi.Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas 
memasarkan produk yang dibuatnya. 
4. Koperasi Produsen 
Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak 
memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja dalam wadah koperasi 
untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa.Kegiatan 
utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan, 
dan mengelola sarana produksi bersama. 
 
2.2. Akuntansi 
Menurut Warren., et al (2008:10), akuntansi adalah sistem informasi 
yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai 
aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.  
Kieso, weygandt, warfield (2007:4) mendefinisikan akuntansi 
sebagai suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan 
mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi 
kepada para penggunan yang berkepentingan. 
Berdasarkan dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 
akuntansi adalah sistem dengan input data/informasi dan output berupa 





kepentingan sosial dan ekonomi. Dalam prakteknya, akuntansi berkembang 
seiring dengan perkembangan ekonomi dan tekonologi, telah muncul dua 
bidang akuntansi, yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi 
keuangan.Akuntansi manajemen berorientasi pada pemberian informasi 
untuk manajemen terutama untuk perencanaan dan pengendalian suatu 




Kieso, Weygandt dan Warfield (2007:58), mendefinisikan 
Pendapatanadalah “arus masuk aktiva dan/atau penyelesaian kewajiban 
akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan 
menghasilkan laba lainnya yang membentuk operasi utama atau inti 
perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode”. 
Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar 
AkuntansiKeuangan (PSAK) No. 23 tahun 2009 mendefinisikan 
pendapatansebagai berikut: “arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang 
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus 
masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 






2.3.1. Pengukuran pendapatan 
Menurut SAK ETAP, entitas harus mengukur pendapatan 
berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih 
harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk jumlah diskon 
penjualan dan potongan volume. 
Entitas harus memasukkan dalam pendapatan manfaat 
ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bruto. Entitas 
harus mengeluarkan dari pendapatan sejumlah nilai yang menjadi 
bagian pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan 
jasa, dan pajak pertambahan nilai. Dalam hubungan keagenan, entitas 
memasukkan dalampendapatan hanya sebesar jumlah komisi. Jumlah 
yangdiperoleh atas nama pihak prinsipal bukan merupakanpendapatan 
entitas tersebut. 
 
2.3.1.1. Pembayaran Tangguhan 
Jika aliran penerimaan kas atau setara kasditangguhkan, dan 
perjanjian dapat diklasifikasikan sebagaitransaksi keuangan, maka 
nilai wajar atas pembayaran adalahnilai kini dari seluruh 
penerimaan masa depan yang ditentukanberdasarkan tingkat bunga 
yang terkait (imputed rate of interest). Suatu transaksi pembiayaan 
muncul ketika, misalnya,entitas menyediakan kredit bebas bunga 





bawah tingkatbunga pasar dari pembeli sebagai pembayaran 
penjualanbarang. Tingkat bunga yang terkait adalah mana yang 
lebihjelas ditentukan dari pilihan berikut ini: 
1. Tingkat bunga yang berlaku atas instrumen serupa 
yangdikeluarkan oleh penerbit dengan peringkat kredit 
yangsama; atau 
2. Tingkat bunga yang mendiskontokan nilai nominal instrumen 
menjadi harga jual tunai saat ini dari barang dan jasa.Entitas 
harus mengakui perbedaan antara nilai kini dari seluruh 
penerimaan masa depan dan nilai nominal pembayaran 
sebagaipendapatan bunga. 
 
2.3.1.2. Pertukaran Barang dan Jasa 
Entitas tidak dapat mengakui pendapatan jika barangatau 
jasa ditukar atau diganti oleh barang atau jasa yang sejenisdan 
bernilai sama. Namun, entitas harus mengakui pendapatanketika 
barang telah dijual atau jasa diberikan dalam pertukaranbarang atau 
jasa yang tidak serupa. Dalam kasus ini, entitasharus mengukur 
transaksi pada nilai wajar, kecuali: 
1. Transaksipertukaran tidak memiliki substansi komersial atau 
2. Nilaiwajar dari aset yang diterima ataupun aset yang dilepas 





nilaiwajar, maka entitas harus mengukurnya pada jumlah 
tercatatdari aset yang dilepas. 
Menurut Hery (2009) kriteria pengukuran ada 5 atribut 
yangdigunakan dalam praktik akuntansi, yaitu sebagai berikut: 
1. Biaya historis (historical cost), yaitu harga tukar barang dan 
jasa pada saat tanggal pembelian. Contoh item yang diukur 
dengan biaya historis adalah tanah, bangunan, peralatan, dan 
kebanyakan persediaan. 
2. Biaya pengganti (current replacement cost), yaitu harga yang 
dibayarkan saat ini untuk membeli atau menggantikan barang 
atau jasa yang serupa. Contoh item yang diukur dengan biaya 
pengganti adalah beberapa persediaan yang mengalami 
penurunan nilai sejak diperoleh. Persediaan yang termasuk 
dalam kategori ini adalah persediaan yang di mana jenisnya 
terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi, seperti 
komputer, telepon genggam, dan lain-lain sehingga dengan 
munculnya produk jenis baru akan membuat harga dari produk 
jenis sebelumnya menjadi turun. 
3. Nilai pasar (current maret value), yaitu harga jual aktiva yang 
berlaku di pasar saat ini. Nilai ini merupakan exit value, di 
mana berbeda dengan biaya historis dan biaya pengganti yang 





4. Nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value), yaitu 
jumlah kas yag diterima dari konversi aktiva dalam kegiatan 
normal perusahaan. Contohnya adalah nilai bersih piutang, 
yang merupakan nilai piutang yang kemungkinan besar dapat 
ditagih atau dikonversi menjadi kas. 
5. Nilai sekarang atau nilai yang didiskontokan 
(present/discontinued value), yaitu jumlah bersih arus kas 
masuk atau arus kas keluar di masa yang akan datang yang 
didiskontokan ke nilai sekarangnya dengan tingkat suku bunga 
tertentu. Contoh item yang diukur dengan nilai ini adalah 
piutang wesel jangka panjang, utang obligasi, utang wesel 
jangka panjang, dan aktiva yang disewa atas dasar capital 
lease. 
 
2.3.2. Pengakuan Pendapatan 
Menurut SAK ETAP, entitas umumnya menerapkan kriteria 
pengakuanpendapatansecara terpisah untuk setiap transaksi.Namun, 
entitas dapat menerapkan kriteria pengakuan yangberbeda pada tiap 
komponen yang dapat diidentifikasi dari suatutransaksi tunggal jika 
hal ini diperlukan untuk merefleksikansubstansi dari transaksi. 
Misalnya, entitas menerapkan kriteria pengakuan kepada tiap 
komponen yang dapat diidentifikasi dari suatu transaksi tunggal ketika 





pemberian jasa lanjutan. Sebaliknya, entitas menerapkan kriteria 
pengakuan pada dua transaksi atau lebih secara bersama-sama ketika 
keduanya terhubungkan sehingga efek komersial tidak dapat dipahami 
tanpa mengacu pada rangkaian transaksi secara keseluruhan. 
Misalnya, entitas menerapkan kriteria pengakuan pada duatransaksi 
atau lebih ketika entitas tersebut menjual barang dan(pada saat yang 
sama) membuat perjanjian yang terpisah untukpembelian kembali 
barang pada periode selanjutnya, maka haltersebut meniadakan efek 
substantif dari transaksi. 
 
2.3.2.1. Penjualan Barang 
Entitas harus mengakui pendapatan dari suatupenjualan 
barang jika semua kondisi berikut terpenuhi: 
1. Entitas telah mengalihkan risiko dan manfaat yangsignifikan 
dari kepemilikan barang kepada pembeli; 
2. Entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik 
keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat dimana biasanya 
diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas 
barang yang terjual; 
3. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal; 
4. Ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan 





5. Biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengantransaksi 
dapat diukur secara andal. 
Penentuan kapan entitas telah mengalihkan risikodan 
manfaat yang signifikan dari kepemilikan kepada 
pembelimembutuhkan pengujian keadaan transaksi.Pada 
umumnya,pengalihan risiko dan manfaat dari kepemilikan 
terjadibersamaan dengan pengalihan status legal atau 
penyerahankepemilikan kepada pembeli.Inilah yang terjadi pada 
hampir semua penjualan eceran.Pada kasus yang lainnya, 
pengalihanrisiko dan manfaat dari kepemilikan muncul pada waktu 
yangberbeda dari pengalihan status legal atau 
penyerahankepemilikan. 
Entitas tidak boleh mengakui pendapatan jika 
entitasmempertahankan risiko kepemilikan yang signifikan. 
Contohdari situasi dimana entitas diperbolehkan 
mempertahankanrisiko dan manfaat yang signifikan dari 
kepemilikan adalahsebagai berikut: 
1. Ketika entitas mempertahankan kewajiban atas kinerjayang 
tidak memuaskan yang tidak tercakup dalamkewajiban 
diestimasi untuk garansi normal; 
2. Ketika penerimaan pendapatan dari penjualan tertentuadalah 





3. Ketika barang yang dikirimkan memerlukan instalasi dan 
instalasi tersebut adalah bagian signifikan dari kontrak dan 
belum dikerjakan; 
4. Ketika pembeli memiliki hak untuk membatalkan 
pembeliandengan alasan yang dicantumkan dalam kontrak 
penjualandan entitas tidak yakin dengan kemungkinan 
pengembalian. 
Jika entitas hanya mempertahankan risikokepemilikan yang 
tidak signifikan, maka transaksi dapatdianggap sebagai suatu 
transaksi penjualan dan entitasmengakui pendapatan.Misalnya, 
penjual mengakui pendapatanketika penjual mempertahankan 
status legal barang semata-mata untuk melindungi tingkat 
kolektibilitas piutang. Demikianpula suatu entitas mengakui 
pendapatan ketika entitas tersebutmenawarkan pengembalian dana 
jika pelanggan mengalamiketidakpuasan. Dalam kasus seperti ini, 
entitas akan mengakuiadanya kewajiban diestimasi untuk 
pengembalian. 
 
2.3.2.2. Penyediaan Jasa 
Jika hasil transaksi yang melibatkan penyediaanjasa dapat 
diestimasi secara andal, maka entitas harus mengakuipendapatan 
yang berhubungan dengan transaksi sesuai dengantahap 





dimaksudkan sebagai metode persentasepenyelesaian).Hasil suatu 
transaksi dapat diestimasi secaraandal jika memenuhi semua 
kondisi berikut: 
1. Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal; 
2. Ada kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomis 
yangberhubungan dengan transaksi akan mengalir 
kepadaentitas; 
3. Tingkat penyelesaian transaksi pada akhir periodepelaporan 
dapat diukur secara andal; dan 
4. Biaya yang terjadi dalam transaksi dan biaya 
penyelesaiantransaksi dapat diukur secara andal. 
Jika dalam periode waktu tertentu jasa diberikanmelalui 
beberapa pekerjaan yang tidak ditentukan jumlahnya,maka entitas 
mengakui pendapatan secara garis lurus selamaperiode tersebut, 
kecuali terdapat bukti bahwa metode lain dapatlebih baik untuk 
menunjukkan tingkat penyelesaian. Jika suatupekerjaan tertentu 
menjadi lebih signifikan dibandingkan denganpekerjaan lainnya, 
maka entitas menunda pengakuanpendapatan sampai pekerjaan 
signifikan tersebut dilaksanakan. 
Jika hasil transaksi melibatkan penyediaan jasatidak dapat 





pendapatan hanya sampai dengan beban yang dapatdiperoleh 
kembali. 
2.3.2.3. Bunga, Royalti, dan Dividen 
Entitas harus mengakui pendapatan yang muncul dari 
penggunaan aset oleh entitas yang lain yang menghasilkan bunga, 
royalti, dan dividen ketika: 
1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang 
berhubungan dengan transaksi akan mengalir kepada entitas; 
dan 
2. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal. 
Entitas harus mengakui pendapatan atas dasar berikut: 
1. Bunga harus diakui secara akrual; 
2. Royalti harus diakui dengan menggunakan dasar akrual sesuai 
dengan substansi dari perjanjian yang relevan; dan 
3. Dividen harus diakui ketika hak pemegang saham untuk 
menerima pembayaran telah terjadi. 
Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield 
(2007:515)menjelaskan pedoman untuk pengakuan pendapatan adalah 
proses untuk mencatat atau memasukkan secara formal suatu pos 
dalam akun dan laporan keuangan entitas. Pengakuan ini meliputi 
penjelasan suatu pos baik dengan kata-kata maupun angka, dan jumlah 





Pengakuan pendapatan diklasifikasikan menurut sifat transaksi 
sebagai berikut: 
1. Pendapatan dari penjualan produk pada tanggal penjualan. 
Maksud dari tanggal penjualan biasanya diartikan sebagai 
tanggal penyerahan pada konsumen. 
2. Perusahaan mengakui pendapatan pemberian jasa pada saat jasa 
telah dilaksanakan dan dapat ditagih. 
3. Perusahaan mengakui pendapatan penggunaan aktiva seperti 
bunga, sewa, dan royalti diakui sesuai berlalunya waktu atau 
sebagai aset yang digunakan. 
4. Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian atas 
penggunaan aktiva selain persediaanpada tanggal 
penjualan/pertukaran (trade in). 
 
2.3.3. Pengungkapan Pendapatan 
Tercantum dalam SAK ETAP, entitas harus mengungkapkan: 
1. Kebijakan akuntansi yang diterapkan sebagai dasar pengakuan 
pendapatan, termasuk metode yang diterapkanuntuk 
menentukan tingkat penyelesaian transaksi yangmelibatkan 
penyediaan jasa; 
2. Jumlah setiap kategori pendapatan yang diakui selamaperiode, 









Pendapatan disajikan kedalam LaporanPerhitungan Hasil 
Usaha. Yang memuat pos-pos, antara lain: 
a. Pendapatan; 
b. Beban keuangan; 
c. Bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakanmetode 
ekuitas; 
d. Beban pajak; 






Laporan Contoh Laporan Selisih Hasil Usaha 

Sumber: Arsani, Kadek, dan I Wayan Putra
